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KATA PENGANTAR

Kertas kebijakan atau policy brief merupakan dokumen penting yang dapat digunakan oleh
pemangku kebijakan untuk menyusun kerangka kebijakan yang lebih baik terkait satu persoalan.
Untuk itu, penyusun kertas kebijakan memerlukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui
satu persoalan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Semua data yang
dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan persoalan dan kemudian mengajukan
rancangan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pemangku kebijakan untuk
memperbaiki persoalan tersebut dengan kebijakan resmi mereka.

Tim peneliti telah melakukan penelitian dan olah data selama hampir satu tahun untuk
menyusun kertas kebijakan ini. Tentu ada banyak pihak, terutama dari masyarakat terdampak
kebijakan penanganan COVID-19 di Jember yang telah memberikan masukan. Oleh karena itu,
tidak berlebihan jika tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua informan dan
responden selama penelitian berlangsung.

Satu hal yang harus dipahami bahwa penelitian terkait persoalan sosial tidak mungkin
hanya dilakukan sekali dalam waktu yang singkat untuk dapat benar-benar memahami persoalan
yang terjadi. Tim peneliti yakin ada banyak hal yang harus dikembangkan oleh peneliti lain di
masa yang akan datang untuk menyempurnakan rekomendasi terkait persoalan serupa. Oleh
karena itu, kami berharap kertas kebijakan ini dapat dijadikan referensi bagi para pembaca,
akademisi, praktisi dan aparatur pemerintah untuk melakukan penelitian-penelitian serupa di
masa yang akan datang.

Jember, 26 November 2020

Tim penyusun
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Dasar Pemikiran

Sejak masuknya COVID-19 di Indonesia Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tiga instrumen
hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Produk
hukum tersebut meliputi Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang; Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
COVID-19; dan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sejak ketiga instrumen hukum
disahkan, Pemerintah Pusat meminta
Pemerintah Daerah untuk melakukan
restrukturisasi keuangan dan kebijakan
untuk menanggulangi dampak dari
COVID-19. Kabupaten Jember
berupaya untuk menanggulangi
COVID-19 dengan mengalokasikan
anggaran yang cukup besar senilai
479,4 miliar Rupiah'. Hal serupa juga

terjadi di beberapa Kota meliputi Kota
Makassar yang menganggarkan perihal penanganan COVID-19 sebesar 749 miliar?, Kabupaten
Bogor 365 miliar®, dan Kota Tangerang 349 miliar®.

Anggaran penanganan COVID-19 yang cukup besar dapat menjadi persoalan jika
peruntukannya tidak tepat sasaran. Selain itu, anggaran besar tentu bukan hanya untuk
penanganan COVID-19 melainkan juga untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang terdampak
kebijakan tersebut. Selama ini ketiga instrumen hukum dari Pemerintah Pusat hanya dilihat oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatasan hak untuk bekerja, hak berserikat, dan hak
untuk mendapatkan hidup layak. Pemerintah Daerah harus memberikan kejelasan informasi
terhadap alokasi anggaran tersebut kepada masyarakatnya.

Ketiga instrumen hukum tersebut telah diterapkan di Kabupaten Jember sebagai kebijakan
penanganan COVID-19 terkait pemenuhan hak dasar masyarakatnya. Namun, mekanisme
penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember belum terlihat nyata signifikansinya.

1 “Anggaran Covid-19 Jember Sebesar Rp. 479,4 Miliar, Berikut Penjelasannya’, online: Pemerintah Daerah Kabupaten
Jember <http://www.jemberkab.go.id/anggaran-covid-19-jember-sebesar-rp-4794-miliar-berikut-penjelasannya/>.
2 Dody Bayu Prasetyo, “Anggaran Penanganan Covid-19 di Jember Terbesar Kedua Setelah Makassar”, (15 April

2020), online: TIMES Indonesia <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265170/anggaran-penanga
nan-COVID-1919-di-jember-terbesar-kedua-setelah-makassar%3E%20accessed%204%20May%202020.>.

3 Iman Rahman Cahyadi, “Pemkab Bogor Anggarkan Rp 384 Miliar Tangani Covid-19”, online: beritasatu.com <https://
www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/megapolitan/618807/pemkab-bogor-anggarkan-rp-384-miliar-tan
gani-covid19>.

4 Narwoko, “Miliki Anggaran Penanganan Covid-19 Terbesar, Pemprov DKI Diawasi KPK”, online: merdeka.com
<https://www.merdeka.com/peristiwa/miliki-anggaran-penanganan-covid-19-terbesar-pemprov-dki-diawasi-kpk.
html>.
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Tiga instrumen hukum yang diproduksi Pemerintah Pusat seharusnya bisa membantu
mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan intervensi positif kepada
masyarakatnya. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa bantuan sosial, memberikan layanan
kesehatan, dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi. Hal ini berpengaruh pada
pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap warga negara
berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan
pribadinya secara utuh”.

Setidaknya, terdapat tiga faktor yang dapat dioptimalkan dalam pemenuhan hak-
hak masyarakat terdampak COVID-19 sebagai intervensi Pemda Kab. Jember dalam upaya
penanganan COVID-19 meliputi, pendataan administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan
keterbukaan informasi kepada publik. Pendataan administrasi kependudukan menjadi langkah
awal pemerintah terkait pendataan pemenuhan hak dasar masyarakat. Bantuan sosial adalah
wujud pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi Pemda Kab. Jember untuk
menjamin hak atas kehidupan yang layak masyarakat dimasa pandemi tanpa diskriminasi.
Yang tidak kalah penting adalah keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran tersebut
yang merupakan salah satu akses yang menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan baik
administrasi kependudukan, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini akan mengkaji Kebijakan Pemda Kab. Jember dalam menafsirkan dan
melaksanakan ketiga instrumen hukum untuk memahami COVID-19 sebagai bencana alam.
Maka dari itu Pemda Kab. Jember harus memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang
terdampak COVID-19. Hasil akhir dari penelitian ini adalah policy brief atau kertas kebijakan
yang berisi analisis situasi dan rekomendasi yang akan dikirimkan ke Pemda Kab. Jember agar
menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ke depan.

Pendahuluan

Anggaran 479 miliar yang dialokasikan oleh
Pemda Kab. Jember merupakan anggaran
penanganan COVID-19 terbesar kedua se-
Indonesia untuk tataran kabupaten/kota.®
Ada beberapa pertanyaan dan keraguan
dari banyak pihak. Misalnya, apakah Pemda
Kab. Jember telah mempunyai mekanisme
yang Jelas terkait penggunaan anggaran
tersebut? Atau, untuk apa saja anggaran
sebesar itu? Pemda Kab. Jember harus jelas

dalam menerapkan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakatnya melalui
optimalisasi pendataan sipil dan transparansi informasi. Hal ini merupakan masalah serius yang

5 ‘Anggaran Penanganan COVID-19 Di Jember Terbesar Kedua Setelah Makassar | TIMES Indonesia’ <https://www.
timesindonesia.co.id/read/news/265170/anggaran-penanganan-COVID-1919-di-jember-terbesar-kedua-setelah-
makassar> accessed 4 May 2020.
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harus ditanggapi Pemda Kab. Jember dalam memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminasi
karena populasi wilayah Jember diperkirakan lebih dari 2 juta.

Luaran dari penelitian ini adalah
policy brief atau kertas kebijakan terkait
dengan tanggung jawab Pemda Kab.
Jember untuk memenuhi kebutuhan
hak dasar masyarakat terdampak
COVID-19. Policy brief diperlukan untuk
mengidentifikasi beragam persoalan yang
kemudiandisusundalam sebuahinstrumen
untuk membantu pengambilan keputusan

oleh pemegang kebijakan. Policy brief
berisi sanggahan maupun pembenaran dengan syarat-syarat tertentu dengan harapan pembaca
policy brief dapat menggunakan data itu sebagai instrumen untuk mengambil keputusan yang
berbeda atau bahkan keputusan yang hampir sama dengan perbaikan-perbaikan.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis kertas kebijakan ini adalah pendekatan hukum
dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Pendekatan ini
dipilih sebagai wujud pentingnya hak asasi manusia dalam kesejahteraan dan kemakmuran
bangsa.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus penyusunan policy brief terkait Pandemi
COVID-19 di Kabupaten Jember ini adalah alokasi anggaran 479.4 miliar sebagai anggaran
penanggulanan COVID-19 terbesar kedua se-Indonesia di tataran kabupaten/kota. Dengan
anggaran sebesar itu, penelitian ini meyakini sudah seharusnya ada jaring pengaman sosial bagi
masyarakat terdampak kebijakan. Untuk menyusun policy brief ini, peneliti juga akan menggali
data dengan wawancara dan pengisian kuisioner online kepada masyarakat untuk memastikan
hak/kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kegiatan ini juga mengidentifikasi keterkaitan penetapan
anggaran penanggulangan COVID-19 dengan ketiga instrumen hukum nasional. Policy brief ini
berisi rekomendasi kebijakan terkait pemenuhan hak dasar selama pandemi, mengkaji dasar
hukum dan tanggung jawab Pemda Kab. Jember.

Manfaat dari adanya policy brief adalah untuk perbaikan akurasi perencanaan kebijakan
penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Jember. Kertas Kebijakan ini didanai oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Jember dan disusun oleh Center for
Human Rights Multiculturalism and Migration (CHRMZ2) Universitas Jember.




Kertas Kebijakan

Profile Responden

W Ya
W Tidak

Pada kuisioner ini peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih apakah
nama atau identitas diri mereka boleh dicantumkan dalam kertas kebijakan ini atau tidak. Hal
ini penting untuk memberikan kebebasan dan menjamin informasi yang telah diberikan oleh
responden tidak akan berdampak negatif terhadap kehidupan mereka.

Berdasarkan data dari total 66 responden, sebanyak 32% atau 21 responden menyetujui
bahwa identitasnya tertulis dalam laporan akhir. Sebanyak 68% atau 45 responden tidak
menyetujui bahwa namanya tercantum dalam laporan akhir.

B Wanita
M Pria

Lainnya

Kemudian, pada indikator ini responden diberikan kesempatan untuk mengisi gender.
Adapun tujuan dari data berdasarkan jenis kelamin ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
kebijakan penanganan COVID-19 Pemda Kab. Jember berdampak negatif terhadap suatu
pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki.

Namun, berdasarkan data dari total 66 responden mayoritas responden adalah perempuan
sedangkan total responden laki-laki adalah 28 orang.

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19
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W Jawa

B Madura
Tiongkok

M Batak

M Lainnya

Etnisitas menjadi indikator yang diajukan peneliti untuk mengetahui persebaran
masyarakat yang menempati Wilayah Kabupaten Jember yang berasal dari bermacam suku.
Dengan ini, peneliti juga sudah berusaha untuk memberikan opsi “lainnya” untuk suku-suku diluar
opsi yang diberikan. Hal ini dilakukan peneliti untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan
sosial dari Pemda Kab. Jember.

Berdasarkan hasil data dari total responden sebanyak 66 orang, mayoritas masyarakat
Kabupaten Jember yang mengisi kuisioner ini berasal dari etnisitas Jawa sebagian masyarakat
adalah Madura dan sebagian kecil masyarakat berasal dari etnisitas Tionghoa dan Batak.

M Islam
B Kristen
Hindu
M Budha
M Lainnya

Pada indikator ini peneliti ingin mengetahui sebaran responden berdasarkan agama atau
keyakinan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada masyarakat yang mendapatkan
atau tidak mendapatkan bantuan dari Pemda Kab. Jember berdasarkan agama atau keyakinan.
Berdasarkan hasil data, sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember yang mengisi kuisioner
ini beragama Islam, sebagian masyarakat beragama Kristen dan tidak ada responden yang
beragama Hindu, Budha, dan lainnya.
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W Akta Kelahiran

M Kartu Keluarga

B KTP

M KIPEM (KTP Sementara)

W Akta Perkawinan

M Tidak memiliki semua
kelengkapan administrasi

Selanjutnya, melalui grafik ini responden diberi kesempatan untuk memastikan
kembali kelengkapan administrasi yang telah dimiliki. Hal tersebut dilakukan untuk
mengetahui pemenuhan layanan administrasi yang dilakukan dari Pemda Kab. Jember kepada
masyarakatnya yang berkaitan dengan instrumen hukum yang salah satunya adalah Pasal 7
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan melalui pembinaan
dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan' yang menegaskan bahwa
kelengkapan administrasi penting untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil data terhadap kelengkapan administrasi dari total responden sebanyak
66 orang, sebagian besar responden telah memiliki KTP sebagai identitas mereka. Selain itu,
sebagian responden juga telah memiliki Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta perkawinan sebagai
bukti kelengkapan administrasi.

Sebagian kecil responden menyatakan tidak memiliki semua kelengkapan administrasi
dan tidak ada responden yang memiliki identitas berupa KIPEM (KTP sementara). Data
menunjukkan bahwa Pemda Kab. Jember telah melakukan intervensi kepada masyarakatnya
untuk mengoptimalkan kelengkapan administrasi. Namun, Pemda Kab. Jember harus lebih
mengoptimalkan pendataan dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan
administrasi.

M Ya
M Tidak

Melalui grafik ini peneliti dapat mengetahui masyarakat penyandang disabilitas.
Berdasarkan hasil data dengan total 66 responden, responden penyandang disabilitas yang

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19
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mengisi kuisioner ini sebanyak 2 orang dari total 66 responden.

Adapun tujuan dari indikator ini adalah ingin mengetahui apakah ada kebijakan khusus
Pemda Kab Jember yang menyasar kelompok disabilitas. Selama Pandemi COVID-19,
penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang harus menghadapi beban lebih berat
dibanding masyarakat pada umumnya.

Disabilitas merupakan kelompok rentan yang mana ditetapkan pada beberapa undang-
undang meliputi:

Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi Pasal 5 Ayat 3
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang yang
termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan
lebih berkenaan dengan kekhususannya dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang
memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk
menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

M SD

B SMP
SMA

M Sarjana (51/52/S3)
Tidak Bersekolah

29,44%

Kemudian peneliti memunculkan indikator pendidikan. Grafik ini menegaskan bahwa
masyarakat terdampak COVID-19 adalah yang memiliki pendidikan dasar hingga pendidikan
tinggi.

Berdasarkan hasil data menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki jenjang
pendidikan terakhir yaitu SMA. Sebagian masyarakat berpendidikan terakhir SMP dan Sarjana (S1/
S2/S3), dan sebagian kecil adalah SD.Tidak ada masyarakat jember yang tidak bersekolah. Data
merepresentasikan bahwa Pendidikan menjadi indikator penting untuk masyarakat Kabupaten
Jember.
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Selanjutnya, responden diarahkan untuk mencantumkan domisili yang ditempati karena
indikator ini membantu peneliti dalam menganalisa persebaran informasi dan optimalnya
pemenuhan hak masyarakat terdampak COVID-19 yang diberikan oleh Pemda Kab. Jember
kepada masyarakatnya.

MW Ajung
Ambulu

M Arjasa

M Bangsalsari

M Balung

B Gumukmas

M Jelbuk
Jenggawah

M Jombang

M Kalisat

B Kaliwates

B Kencong

M Ledokombo

B Mayang
Mumbulsari

M Panti

M Pakusari
Patrang

W Puger

B Rambipuji
Semboro

M Silo

Sukorambi

Sukowono
Sumberbaru
Sumberjambe
Sumbersari

Tanggul

Berdasarkan hasil data dari total 66 responden di beragam kecamatan yang tersebar di
Wilayah Kabupaten Jember, mayoritas responden berdomisili di Kecamatan Sumbersari dan Hal
tersebut membantu peneliti bahwa persebaran kuisioner merata dan tidak terpusat pada satu
wilayah. Representasi responden dari berbagai kecamatan juga mememperkuat fakta terhadap
optimalisasi dan efektifitas kinerja Pemda Kab. Jember terhadap bantuan sosial yang dimulai
dari pendataan, pendampingan, pembantuan pembuatan identitas, sosialisasi, dan keterbukaan
informasi.
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Berdasarkan
wilayah Kabupaten Jembe
guru les, dan ibu rumah ta
online, pendamping desa, tukang
pekerjaan ini dimaksudkan untuk
pandemi berlangsung.

M Asisten Rumah Tangga
M Petani

M Guru Les

M Ibu Rumah Tangga

W Wiraswasta

M Mahasiswa

W Ojek Online

W Pendamping Desa

! Tukang Becak

W Wartawan
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Perspektif masyarakat tentang kebijakan Pemda Kab. Jember terkait bantuan sosial
sebagai upaya pemenuhan hak terdampak COVID-19

Pada bab ini, responden diminta untuk memberikan perspektif tentang kebijakan yang telah
dilakukan Pemda Kab. Jember terkait pemenuhan hak dasar masyarakatnya melalui bantuan
sosial selama pandemi. Peneliti mengawali indikator dengan transparansi informasi oleh Pemda
Kab. Jember.

Sudahkah Pemda Kab. Jember menyebarkan informasi terkait bantuan sosial terhadap
masyarakat terdampak COVID-19?

B Otoritas lokal (RT/RW/ Desa)
M Surat edaran pemerintah daerah

I Media sosial (Facebook /
Instragram / Twitter / Youtube)
Media cetak (Koran / Majalah /
Selebaran)

B Media telekomunikasi (Radio /
Televisi)

M Perbincangan dengan teman,
kerabat, kolega

M Internet

Tokoh masyarakat (Pemuka
Agama; LSM)
Tidak ada sama sekali

Hasil survey:

Berdasarkan hasil data dari total 66 responden, Sebagian besar masyarakat mendapatkan
informasi bantuan sosial dari Pemda Kab. Jember melalui otoritas lokal (RT,RW, Desa). Lalu,
sebagian masyarakat mendapatkan informasi melalui media telekomunikasi, media sosial, dan
perbincangan teman dan kerabat. Sebagian kecil masyarakat mengetahuinya melalui tokoh
masyarakat, internet, media cetak, dan surat edaran Pemda Kab. Jember. Disisi lain, sebagian
kecil masyarakat masih tidak mendapatkan akses informasi trkait bantuan sosial dari Pemda
Kab. Jember selama Pandemi.

Dasar peraturan:

1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik.
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Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember harus terbuka terhadap informasi publik. Hal tersebut merupakan hak
masyarakat dalam mendapatkan akes informasi.

2. Pemda Kab. Jember harus mengoptimalkan koordinasi untuk memberikan informasi yang valid
terkait bantuan sosial.

3. Pemda Kab. Jember harus meningkatkan interaksi kepada masyarakat di media sosial dan
turut mendampingi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi publik.

Untuk mengetahui ragam kebijakan sosialisasi, peneliti juga mengajukan pertanyaan
kepada responden yaitu apa saja bentuk sosialisasi dari Pemerintah Kab Jember terkait
bantuan sosial kepada masyarakat selama Pandemi COVID-19?

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa responden telah mendapatkan intervensi dari
Pemda Kab. Jember dalam pemenuhan hak dan akses informasi untuk mendapatkan bantuan.
Namun tidak dapat dipungkiri bentuk sosialisasi yang diberikan belum optimal dikarenakan
sebagian responden menyatakan tidak adanya sama sekali sosialisasi terkait bantuan dari
Pemda Kab. Jember selama pandemi berlangsung.

M Selebaran (Poster, Flyer)
B Informasi via whatsapp

Undangan di
kantorpemerintahan

B Informasi dari pemuka
agama

M Tidak ada sama sekali

Hasil survey:

Data dari 66 responden menyatakan bahwa sebanyak 26 responden tidak mendapatkan
sama sekali sosialisasi. Sisanya, Masyarakat telah mendapatkan sosialiasi terkait bantuan
sosial dari Pemda Kab. Jember yang merupakan wujud intervensi Pemda Kab. Jember kepada
masyarakatnya sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap akses informasi.

Dasar peraturan:

1. Pasal 18A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pelaksanaan Pemerintah Daerah
menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

2. Menimbang huruf (i) Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil daerah mempunyai kewajiban
untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

3. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan




Kertas Kebijakan

otonomi daerah meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

. Menimbang Keputusan Pertama dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan,
waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab,
mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan.

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1

. Mengoptimalkan transparansi publik dan efektifitas proses desentralisasi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di daerahnya guna meringankan beban pemerintah
pusat, memperberdayakan potensi SDM dan SDA daerah.

. Memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dari pemerintah dan mereka
wajib memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
nomor 25 tahun 2009.

. Merealisasikan pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah melalui jaring pengamanan sosial
selama pandemi. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah dalam bentuk sosialisasi melalui
selebaran, informasi melalui sosial media, informasi dari pemuka agama atau otoritas lokal
setempat demi mengurangi aktifitas yang melibatkan kontak fisik.

Selanjutnya, pada indikator ini peneliti mengajukan pertanyaan terkait proses pendataan

dan pendampingan terkait bantuan sosial yang dilakukan Pemda Kab. Jember selama
pandemi COVID-19. Hal tersebut untuk mengetahui kinerja Pemda Kab. Jember dalam rangka

memastikan optimalnya bantuan sosial kepada masyarakat..

W Kunjungan Kerumah

M Via Telepon
7,11% 9, 14%

1,1%
M Pengumpulan syarat
administrasi
——
| 13, 20%

M Diundang ke kantor
pemerintahan

2,3% (desa/kecamatan/kabupaten)
M Tidak Ada Sema Sekali

M Tidak Tahu
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Hasil survey:

Berdasarkan data dari total responden sebanyak 66 orang, Pemda Kab. Jember
telah melakukan sosialisasi terkait bantuan sosial selama pandemi. Sebagian masyarakat
menyatakan dalam bentuk kunjungan ke rumah dan pengumpulan syarat administrasi. Sebagian
kecil masyarakat mendapatkan sosialisasi bantuan sosial melalui telepon, diundang ke kantor
pemerintahan dan menjawab tidak tahu. Namun, lebih dari setengah responden menyatakan
tidak ada sama sekali proses pendataan dan pendampingan terkait administrasi kependudukan
oleh Pemda Kab. Jember.

Dasar peraturan:

1. Pasal 28C Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 hak untuk mengembangkan diri dan melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup
manusia.

2. Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

3. Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan
setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk
perkembangan pribadinya secara utuh.

4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil
langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam
kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.

5. Menimbang huruf (d) pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember berkewajiban untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi
dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sehingga, pemerintah tidak dinilai
diskriminatif terhadap pemenuhak hak dan kebutuhan masyarakatnya.

2. Pemda Kab. Jember memaksimalkan kegiatan pendataan dan pengelolaan dalam penerbitan
dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik.




Kertas Kebijakan

Indikator selanjutnya berhubungan dengan bagaimana bentuk bantuan sosial dari
Pemda Kab. Jember kepada masyarakat terdampak COVID-19. Hal tersebut terkait dengan
pemenuhan hak masyarakat terdampak dan upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember
sebagai langkah nyata adanya intervensi Pemda Kab. Jember. Pemberian bantuan sosial
kepada masyarakat juga telah ditegaskan oleh pemerintah pusat dan oleh karena itu pemerintah
daerah harus mengambil kebijakan-kebijakan terkait untuk memberikan bantuan sosial kepada
masyarakat. ® Sembako

B Masker / Alat Sanitasi / Alat
Disinfektant
Rapid Test Gratis

M Paket makan untuk lansia
M Bantuan sosial sebesar 200.000 per
bulan (BPNT)
Bantuan sosial sebesar 600.000 per
bulan (BLT Dana Desa)
Bantuan uang s
perbulan (Provinsi

Bantuan sebesar 650.000 per bulan
(Kartu Prakerja)
Keringanan pembayaran kredit

Subsidi listrik bagi pelanggan linstrik
450 VAdan S00 VA

Tidak ada sama sekali

Hasil survey:

Berdasarkan hasil kuisioner dari total 66 responden, sebagian besar masyarakat telah
mendapatkan bantuan sosial berupa subsidi listrik dimana program tersebut bersal dari provinsi,
mendapatkan protokol kesehatan seperti handsanitizer, masker, dan tempat cuci tangan, dan
mendapatkan sembako. Sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa mereka menerima
bantuan tunai baik itu dari provinsi maupun daerah yang berupa bantuan langsung tunai dana
desa dan bantuan tunai lainnya. Disisi lain, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan
bantuan sama sekali. Hal itu menunjukan bahwa Pemda Kab. Jember belum merata dalam
pembagian bantuan sosial.

Dasar perturan:

1. Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2. Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Pasal 28| Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5. Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan
setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk
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perkembangan pribadinya secara utuh.

6. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil
langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam
kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.

7. Menimbang huruf (d) pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.

8. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan gubernur, bupati,
dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan: Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus
memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

9. Menimbang huruf (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi bahwa anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer
Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

10. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 menyatakan
anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a
diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan; jaring pengaman
sosial; dan pemulihan perekonomian.

11. Program Dana Desa dengan dasar peraturan dalam Peraturan Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

12. Bantuan Sosial Tunai melalui Kemensos dengan dasar peraturan dalam Keputusan Mensos
No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai
Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

13. Pembebasan biaya listrik dengan dasar peraturan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona.

14. Kartu Prakerja dengan dasar peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

15. Program Keluarga Harapan dengan dasar peraturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

16. Kartu Sembako dengan dasar peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Program Kartu Sembako Murah).




Kertas Kebijakan

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember mengoptimalkan program jaring pengaman sosial berupa Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa dengan sumber dana desa, Bantuan Sosial Tunai dengan
sumberdana dari APBN melalui Kemensos, pembebasan biaya listrik melalui subsidi listrik
dari PT. PLN Persero, Kartu prakerja dengan sumber dana APBN, Program keluarga harapan
dengan sumber dana APBN melalui kemensos, dan Kartu Sembako dengan sumber dana
APBN.

2. Pemda Kab. Jember harus memastikan kembali bantuan sosial merata agar tidak diskriminatif
dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

3. Pemda Kab. Jember harus memiliki kejelasan tolok ukur sebagai penerima bantuan sosial
sehingga pemerintah daerah tdak diskriminatif.

4. Mengoptimalkan koordinasi antara aparatur pemerintahan mulai dari kepala desa hingga
Bupati Kab. Jember.

5. Melakukan pendataan ulang guna memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat.

6. Memberikan perlindungan, bantuan, dan pendampingan kepada seluruh masyarakat di
Kabupaten Jember, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, gender.

7. Memfasilitasi masyarakat Kabupaten Jember untuk mendapatkan dan menyelesaikan
permasalahan terkait kelengkapan identitas kependudukan dengan mudah, cepat, dan tidak
membebani masyarakat.

Terakhir, melalui indikator ini peneliti dapat mengetahui alasan responden tidak menerima
bantuan sosial selama pandemi COVID-19 dari Pemda Kab. Jember.

B Tidak terdata

W Tidak punya identitas domisili
setempat (alam.
Tidak punya identitas
kependudukan

W Dianggap mampu

W Tidak mendapat sosialisasi

Tidak lolos seleksi

Hanya Wacana

Tidak Tahu

Hasil survey:

Berdasarkan hasil survey, data menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak
menerima bantuan selama pandemi COVID-19 dikarenakan tidak terdata dan dianggap mampu
Sebagian kecil masyarakat mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai identitas domisili setempat,
tidak punya identitas kependudukan, tidak mendapat sosialisasi, tidak lolos seleksi bantuan
sosial, dan hanya mendapat wacana saja sehingga dalam kategori ini masyarakat jenuh dengan
janji-janji yang diberikan otoritas setempat. Dengan demikian, identitas bukan menjadi tolok ukur
untuk mendapatkan bantuan sosial karenanya hal itu sudah menjadi tanggung jawab negara
untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban dasar warga negaranya. Maka dari itu, belum
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berjalannya pemenuhan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah
bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan tanpa
pembedaan apapun.

Dasar peraturan:

1. Pasal 18A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah bahwa hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.

2. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 menyatakan
anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a
diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan; jaring pengaman
sosial; dan pemulihan perekonomian.

3. Menimbang huruf (i) Pasal 5 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa Bupati berkewajiban
dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan
meliputi koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

4. Menimbang huruf (j) Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011
tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa dinas
berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi melaksanakan
sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

5. Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan
Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa instansi pelaksana wajib melakukan
pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi penduduk korban
bencana alam; penduduk korban bencana sosial; orang terlantar; dan komunitas terpencil.

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemerintah Daerah melakukan pendataan ulang terkait administrasi kependudukan sebagai
gerbang awal dalam intervensi pemerintah dalam pelayanan publik.

2. Pemerintah daerah meningkatkan koordinasi terhadap otoritas-otoritas terkait.

3. Pemerintah Daerah meningkatkan efektifitas intervensi terkait penyediaan atau pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakatnya.




Kertas Kebijakan

Kebijakan Pemda Kab. Jember terkait Pendataan Identitas Kependudukan Masyarakat
Terdampak COVID-19

Pada bab ini peneliti mengawali indikator melalui alasan penyebab dari responden yang
tidak memiliki kartu identitas. Sehingga peneliti bisa mengidentifikasi permasalahan terkait
kelengkapan administrasi.

M Hilang

M Berpindah- pindah
alamat
M Belum permah

mengurus
M Alasan birokrasi
M Tidak terdata

M Rusak

Tidak tahu, Saya
memiliki Identitas

Hasil survey:

Berdasarkan data yang diperoleh dari total 30 responden, lebih dari 50% responden
menyatakan kehilangan kartu identitas mereka. Selain itu, sebagian responden mengakui
identitasnya tidak terdata di dinas kependudukan pencatatan sipil dan berpindah-pindah tempat
tinggal. Sebagian kecil mereka mengakui tidak memiliki kartu identitas dikarenakan rusak, alasan
birokrasi, dan belum pernah mengurus. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pemda Kab. Jember
dalam melakukan sosialisasi terhadap pendampingan atau pencacatan kependudukan belum
berjalan optimal dan merata sehingga mereka sulit mendapat pelayananan publik.

Dasar peraturan:

1. Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak atas status
kewarganegaraan.

2. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

3. Menimbang huruf (b) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang
sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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4. Menimbang huruf (a) pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

5. Menimbang huruf (h) Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011
tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa dinas
berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi memberikan
pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas
pelaporan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

6. Menimbang huruf (b) Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi bahwa Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana
setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik yang berlaku secara nasional.

7. Pasal 2 Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan
Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan Pemerintah
Kabupaten menerbitkan petunjuk teknis dan pelaksanaan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil menuju kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat
dipertanggungjawabkan.

8. Menimbang huruf (e) Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan menyatakan Bupati berkewajiban
dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan
meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember melakukan pengelolaan data kependudukan masyarakatnya secara
rutin untuk kepentingan pembangunan diantaranya untuk mendasari perencanaan pelayanan
publik, pembangunan demokrasi, dan perlindungan hukum.

2. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan
publik kepada masyarakat.
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Kertas Kebijakan

Selanjutnya, indikator ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang
dimiliki responden berupa apa saja dampak atau akibat yang dihadapi masyarakat yang tidak
mempunyai kartu identitas kependudukan. Kartu identitas penting untuk dimiliki setiap warga
negaranya untuk mendapatkan jaminan hidup dan perlindungan hukum yang adil.

M Tidak mendapatkan
bantuan sosial

B Kesulitan mendapatkan
layanan publik
(administratif, kesehatan,
pendidikan)

Tidak bisa mendapatkan
pekerjaan

Tidak berdampak sama
sekali

B Kesulitas Administrasi

Hasil survey:

Dari total 34 responden, data menunjukan bahwa lebih dari 50% responden yang tidak
memiliki kartu identitas mengakui sulit medapatkan pelayanan publik. Selain itu, sebagian
responden menyatakan tidak mendapatkan bantuan sosial selama pandemi. Sebagian kecil dari
mereka menyatakan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam proses administrasi,
dan bahkan tidak berdampak sama sekali.

Dasar peraturan:

1. Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak atas status
kewarganegaraan.

2. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dilakukannya pembinaan
dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.

3. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa
setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang
obyektif dan tidak berpihak.

4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil
langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam
kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.

5. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan
Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk diberikan NIK.
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Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember berkewajiban untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi
dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2. Pemda Kab. Jember harus memastikan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Jember
harus mendapat pelayanan publik berupa pendampingan untuk mengurus kelengkapan
administrasi.

3. Memberikan informasi yang akurat, kecepatan pelayanan, dan kemudahan publik dalam
mengakses informasi terkait berkas dan dokumen pencacatan kependudukan.

Indikator ini menjelaskan upaya yang telah dilakukan responden untuk mendapatkan
kartu identitasnya. Hal ini membantu peneliti untuk mengetahui partisipasi aktif dari warga
negaranya terkait pemenuhan hak berupa kelengkapan administrasi guna kepentingan pendataan
kependudukan sipil. Sehingga, hal ini merupakan wujud adanya proses kesadaran masyarakat
untuk mendapatkan pengakuan hukum.

B Meminta bantuan
pemerintah setempat
(RT/RW/ Desa/Kelurahan)

M Langsung ke pemerintah
kabupaten

Meminta bantuan tokoh
masyarakat (LSM, Pemuka
Agama)

B Menggunakan Fotocopy

B Belum Melalakukan

Hasil survey:

Berdasarkan hasil survey dari total 34 responden, sebagian besar masyarakat Kabupaten
Jember telah mengupayakan melengkapi kartu identitas melalui otoritas (RT, RW/desa/
kelurahan). Sebagian masyarakat mencoba menggunakan identitas fotocopy, langsung datang
ke pemerintah kabupaten dan sebagian kecil dari mereka enggan untuk melakukan pendataan
terkait aksesibilitas informasi dan pelayanan publik.

Dasar peraturan:

1. Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak atas status
kewarganegaraan.

2. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap
orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data
Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

3. Pasal 74 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan
Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada
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Kertas Kebijakan

oleh Dinas atau UPT yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang
memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan
dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar otoritas lokal (RT, RW, desa/keluarahan)
dapat membantu pendampingan pendataan administrasi.

2. Memberikan pelayanan publik berkala untuk kelengkapan administrasi seingga pendataan dan
pencacatan merata.

3. Meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.

4. Mengeluarkan kebijakan terkait jam pelayanan publik.

Indikator berikutnya adalah bentuk bantuan dari Pemda Kab. Jember bagi
masyarakatnya yang tidak memiliki kartu identitas. Hal ini menjadi utama peran Pemda Kab.
Jember sebagai bentuk pemenuhan hak warga negaranya untuk mendapatkan akses informasi,
kemudahan layanan administrasi, dan jaminan hukum.

M Pendataan
B Pendampingan

B Pembebasan biaya
proses pembuatan
identitas

Perbaikan data
kependudukan

M Tidak ada

M Tidak tahu

Hasil survey:

Pemda Kab. Jember telah mengupayakan bantuan kelengkapan administratif sebagai
wujud intervensi pemerintah kepada masyarakatnya. Berdasarkan hasil survey dari total 34
responden, sebagian besar responden mendapatkan intervensi Pemda Kab. Jember berupa
pendataan kependudukan dan perbaikan data kependudukan. Kemudian, sebagian kecil
masyarakat mengakui mendapatkan pembebasan biaya proses pembuatan identitas. Namun,
sebagian masyarakat masih menyatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada bantuan yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Kember terkait bantuan kelengkapan administratif.

Dasar peraturan:
1. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan bahwa Bupati/Wali Kota wajib

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19
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Kertas Kebijakan

Perspektif Masyarakat terkait Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Memenuhi Hak Bekerja
Masyarakat Terdampak COVID-19

Bab ini diawali dengan pertanyaan terkait kebijakan yang dilakukan Pemda Kab. Jember bagi
masyarakat terdampak COVID-19. Indikator ini membantu peneliti dalam menganalisis kinerja
Pemda Kab. Jember dalam penanganan penyebaran COVID-19 karena kebijakan ini dinilai
memberatkan masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun, kebijakan ini dapat menekan
angka kasus positif COVID-19.

Pemakaian masker
M Pembatasan jam kerja

m Penutupan unit usaha /
pembatasan jenis usaha
tertentu

B Penyediaan tempat cuci
tangan, handsanitizer, dan
partisi

B Penerapan jaga jarak
(physical distancing)

¥ Memperketat syarat
bepergian ke luar kota /
masuk kota

M Penerapan pembayaran
tanpa uang tunai (cashless)

M Pelarangan keramaian

W Sekolah libur dan Listrik
gratis

Kesadaran Sendiri

Hasil Survey:

Berdasarkan hasil survey dari total 61 responden, sebagian besar masyarakat mengalami
pembatasan jam kerja, mengharuskan pemakaian masker dan memperketat syarat untuk
berpergian keluar kota. Sebagian mereka mengakui kebijakan meliputi penutupan unit usaha,
penyediaan tempat cuci tangan/handsanitizer/partisi, penerapan jaga jarak dan pelarangan
keramaian. Kemudian, sebagian kecil masyarakat mengakui adanya kebijakan penggunaan
uang tanpa tunai (cashless), sekolah libur, subsidi listrik, dan kesadaran diri sendiri.

Dasar peraturan:

1. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan gubernur, bupati,
dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan: Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus
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memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang Pengurangan Pajak
Daerah untuk periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten
Jember menyatakan bahwa pengurangan pajak meliputi pajak hotel, pajak restoran, tempat
hiburan, pajak penerangan jalan dari sumber yang dihasilkan sendiri (PPJ non PLN), dan pajak
parkir.

3. Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 420/686/310/2020 tentang kegiatan pembelajaran sekolah
dilakukan dari rumah untuk peserta didik, guru dan tenaga kependidikan yang sebelumnya
ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Juni 2020, maka diperpanjang lagi sampai dengan tanggal
20 Juni 2020.

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember mengoptimalkan penyediaan fasilitas meliputi penyediaan protokol
kesehatan (pembagian masker), penyemprotan disinfektan di tempat umum kepada
masyaratkan terkait efektifitas kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 seperti
pelarangan keramaian, pembatasan fisik dan pembatasan wilayah.

2. Pemda Kab. Jember dapat memperketat bepergian antar wilayah terhadap masyarakatnya
dengan sistem layanan terpadu.

3. Pemda Kab. Jember mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui
berjalannya kebijakan sehingga Pemda Kab. Jember tidak diskriminatif.

4. Pemda Kab. Jember juga wajib memenuhi hak terhadap orang-orang yang bekerja namun
terdampak kebijakan tersebut seperti bantuan subsidi kuota internet, bantuan modal usaha,
atau program berkala pelatihan online atau padat karya offline dengan mengutamakan protokol
kesehatan.

Selanjutnya, indikator ini menjelaskan terkait jenis usaha masyarakat yang terdampak
dan dibatasi oleh Pemda Kab. Jember untuk mencegah penyebaran COVID-19.

M Pasar tradisional (Pasar,
pedagang kaki lima)

M Pedagang keliling
Salon
B Warung/ Rumah Makan/

Café

Pasar modern (indomaret,
alfamart, minimarket, mall)
Tukang pijat

Tukang cukur

M Babyspa

Tidak ada

)
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Hasil Survey:

Hasil survey dari total 62 responden didapat bahwa Pemda Kab. Jember telah

mengupayakan penerapan kebijakan pembatasan jenis usaha selama pandemi. Hal itu sebagai
wujud nyata intervensi positif Pemda Kab. Jember untuk mengatasi penyebaran pandemi

COVID-19. Sebagian besar masyarakat mengalami pembatasan jenis usaha di bidang pasar
tradisional dan usaha warung makan atau cafe. Sebagian masyarakat mengalaminya dibidang

usaha pasar modern, salon, dan pedagang keliling. Terakhir, sebagian kecil masyarakat terdampak
usahanya dibidang baby spa, tukang cukur, dan tukang pijat.

Dasar peraturan:

1.

Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan gubernur, bupati, dan
walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus
memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

. Pasal 2Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
bahwa dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau
pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota
tertentu.

. Pasal4Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa
pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja;
pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas
umum.

. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bahwa dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib
melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1.

Dengan adanya pembatasan jenis usaha. Pemda Kab. Jember harus mengupayakan
penyediaan fasilitas protokol kesehatan meliputi penyediaan tempat cuci tangan dan
pembagian handsanitizer berkala untuk tiap jenis usaha yang dimiliki masyarakatnya tanpa
ada diskriminatif agar mereka tidak terbebani.

Pemda Kab. Jember juga dapat memberikan alternatif berupa pemberian uang insentif kepada
pemilik bisnis untuk meringankan pemilik modal menyediakan protokol kesehatan.
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Pertanyaan selanjutnya adalah upaya yang telah dilakukan Pemda Kab. Jember untuk
membantu pekerjaan masyarakat terdampak selama pandemi. Hal ini dilakukan peneliti guna
menganalisis optimalnya kinerja Pemda Kab. Jember dalam pemenuhan hak warga negaranya
selama pandemi berlangsung yang merupakan bagian dari instrumen hukum yaitu Peraturan
Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Membagikan masker

Menyediakan handsanitizer

m Menyediakan tempat cuci

tangan di fasilitas publik

B Menyediakan personil/
aparat untuk mengatur dan
membatasi keramaian

B Memberikan bantuan
lainnya (alat semprot
disinfektan, partisi, dll)
Bantuan modal usaha

B Menyediakan program
padat karya

Tidak sama sekali

Hasil Survey:

Berdasarkan hasil data dari total 65 responden, persentase paling tinggi yang didapat
adalah tidak adanya sama sekali intervensi nyata dari Pemda Kab. Jember untuk membantu
pekerjaan kepada masyarakat terdampak. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa
mereka mendapatkan intervensi dari Pemda Kab. Jember berupa menyediakan handsanitizer,
mendapatkan masker gratis, penyediaan tempat cuci tangan di fasilitas publik, memberikan
bantuan lainnya seperti alat semprot, disinfektan, partisi. Kemudian, sebagian kecil masyarakat
menyatakan kebijakan tersebut meliputi penyediaan personil untuk membatasi keramaian,
adanya program padat karya, dan bantuan modal usaha.

Dasar peraturan:

1. Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

2. Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

4. Pasal 28| Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana
NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan gubernur, bupati,
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efektifitas kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 seperti
amaian, pembatasan fisik dan pembatasan wilayah.
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Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pemda Kab. Jember untuk Memenuhi Hak-Hak Dasar
Masyarakat Terdampak COVID-19.

Bab ini membahas perspektif masyarakat terkait rekomendasi perbaikan Kebijakan Pemda
Kab. Jember untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Indikator pertama membantu
peneliti dalam mengidentifikasi kebijakan yang telah dilakukan Pemda Kab. Jember terkait
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sudah tepat sasaran atau belum.

M Setuju
M Tidak setuju
Tidak tahu

Hasil Survey :

Berdasarkan hasil data dari total 64 responden, hasil yang didapat cukup seimbang.
Sebagian responden mengaku setuju bahwa Kebijakan Pemda Kab. Jember megenai bantuan
sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 sudah tepat sasaran. Sementara itu, ada
responden yang menjawab tidak setuju dan tidak tahu akan hal tersebut.

Dasar Peraturan:

1. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 1
yang berbunyi “Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan
di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan
yaitu DTKS. Bila ditemukan ketidak-sesuaian di lapangan, dimana penduduk yang seharusnya
berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat tetap diberikan.
Data penerima bantuan baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data
dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan
masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

2. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 2
yang berbunyi “Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun fakta di lapagan
menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, maka perlu
dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kemensos untuk perbaikan DTKS.
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3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam
Untuk (Kesatu) melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan
tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai
untuk meningkatkan kapasitas:

a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;

b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-
masing tetap hidup; dan

c. Penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.

Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan sasaran
penerima bantuan sosial.

2. Memperbarui data masyarakat terdampak COVID-19 sebagai dasar pemberian bantuan
sosial supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Hal ini dapat menjadi dasar bila di
dalam lapangan terdapat penduduk yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak
tercantum di DTKS.

3. Melakukan pemeriksaan data DTKS dengan kondisi riil di lapangan dan perlu memperbarui
DTKS bila terdapat data yang tidak sesuai.

4. Segera memberi bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19 secara merata sebagai
bentuk penanganan sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial saat terjadi pandemi COVID-19.

Selanjutnya, indikator ini terkait dengan perspektif masyarakat terkait optimalisasi
tata cara penanganan dan pengendalian COVID-19 sebagai Kebijakan Pemda Kab. Jember.

W Setuju
B Tidak Setuju
Tidak tahu

Hasil Survey:

Hasil survey yang didapat dari total 65 responden, sebagian besarnya menyatakan setuju
bila Kebijakan Pemda Kab. Jember mengenai tata cara penanganan dan pengendalian COVID-19
sudah dilaksanakan dengan maksimal. Sebagian responden menyatakan tidak setuju dan ada
yang mengakui tidak tahu.
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Dasar Peraturan:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan
masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Poin Kedua Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi
anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran
kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggatan,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Poin Kelima Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan
dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan
memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.

4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Menimbang poin d bahwa dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis
antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

5. Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 4
bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengedepankan transparansi
dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses
terhadap data penerima bantuan sosial, realisasi pemberian bantuan dan anggaran yang
tersedia bagi masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Melindungi dan menjaga Kesehatan masyarakat Jember dari penyakit, dalam hal ini adalah
COVID-19 yang skalanya telah menjadi Pandemi. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban
memberi alat-alat perlindungan dan pencegahan COVID-19 seperti masker, melakukan
penyemprotan disinfektan secara berkala, dan melengkapi fasilitas cuci tangan di tempat umum.
Selain itu, guna menunjang penangan COVID-19, diperlukan pengadaan alat-alat kesehatan
seperti Alat Perlindungan Diri (APD).

2. Melakukan sinergi antar kelembagaan dan sinergi dengan pemerintah pusat supaya kebijakan
yang ditetapkan di daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

3. Melakukan transparansi dan mengedepankan akuntabilitas khususnya dalam pemberian
bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19.

4. Melaksanaan Kebijakan Pemda Kab. Jember terkait penanganan dan pengendalian COVID-19
perlu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan merata.
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Berikutnya, penelitian ini ingin mengetahui apakah Pemda Kab. Jember harus memulai
dari pendataan terkait penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.
Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pemenuhan hak bagi masyarakatnya.

m Setuju
m Tidak setuju
Tidak tahu

Hasil Survey:

Hasil data didapat dari total 65 responden bahwa sebagian besarnya menyatakan setuju
bila dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19, Pemda
Kab. Jember harus mengawali kegiatan dari pendataan terlebih dahulu. Sebagian masyarakat
menyatakan tidak tahu dan ada dari mereka mengakui tidak setuju.

Dasar Peraturan:

1. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 1
yang berbunyi “Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan
di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan
yaitu DTKS. Bila ditemukan ketidak-sesuaian di lapangan, dimana penduduk yang seharusnya
berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat tetap diberikan.
Data penerima bantuan baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data
dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan
masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

2. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 2
yang berbunyi “Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun fakta di lapagan
menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, maka perlu
dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kemensos untuk perbaikan DTKS.

3. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
menyebutkan bahwa Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
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Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Melakukan pendataan sebagai awal dari pemberian bantuan sosial kepada masyarakat
terdampak COVID-19.

2. Memberi bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19 didasarkan pada Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS.

3. Melakukan pemeriksaan ulang data DTKS bila kondisi di lapangan terdapat penerima bantuan
sosial yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, Pemda Kab. Jember perlu melakukan pendataan
dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial.

4. Melakukan sensus penduduk secara berkala sehingga data penduduk yang tercatat di
pemerintahan merupakan data yang baru dan valid.

Pada indikator selanjutnya membahas tentang perspektif masyarakat bahwa penyampaian
keluhan terkait proses penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sudah
berjalan dengan baik. Indikator ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi optimalnya
kebijakan Pemda Kab. Jember dalam pemenuhan hak masyarakatnya di masa pandemi.

W Setuju
M Tidak setuju
Tidak tahu

20,31%

Hasil Survey

Berdasarkan hasil data dari total 65 responden, sebagian darimereka merasa penyampaian
keluhan proses penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 telah berjalan
dengan baik. Sementara itu, sebagian kecil dari mereka menyatakan tidak setuju dan ada
responden yang mengakui tidak tahu terkait hal tersebut.

Dasar Peraturan:

1. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik bahwa Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu
kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh
penyelenggara.

2. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik bahwa Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas
pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban




Kertas Kebijakan

dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

3. Pasal 2 Ayat (2) Poin c Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik bahwa dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib menerima,
menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan.

4. Pasal 2 Ayat (2) Poin e Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik bahwa dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib melakukan
pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; dan

5. Pasal 2 Ayat (2) Poin f Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik bahwa melakukan pemantauan dan evaluasi atas pegelolaan pengaduan.

Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Menerima pengaduan yang diajukan masyarakat terkait bantuan sosial masyarakat terdapat
COVID-19 secara terbuka. Pelayanan pengaduan perlu dilakukan sesuai dengan standar
pelayanan.

2. Menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan. Pemda Kab. Jember wajib
melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan, melakukan pemantauan
terhadap setiap kemajuan dari pengaduan, serta melakukan evaluasi atas pengelolaan
pengaduan.

Selanjutnya, responden diminta menyatakan harapan terkait pekerjaan mereka
yang terdampak COVID-19. Indikator yang membantu peneliti untuk mengetahui kebutuhan
masyarakatnya selama pandemi. Sehingga Pemda Kab. Jember diharapkan dapat meringankan
beban masyarakat dengan alternatif yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakatnya.

M Mendapatkan bantuan
modal/ pendanaan wirausaha

M Pelatihan kerja

M Pekerjaan baru

M Pemerataan bantuan sosial

W Transparansi kebijakan

Tidak ada

Hasil Survey:

Berdasarkan hasil data dari total 64 responden, lebih dari separuh responden berharap
mendapatkan bantuan modal atau pendanaan wirausaha. Hal tersebut dapat menjadi alternatif
intervensi Pemda Kab. Jember dalam membantu pekerjaan masyarakatnya. Sebagian responden
berharap mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan pelatihan kerja, bahkan tidak ada yang
membutuhkan apa-apa. Sebagian kecil responden berharap meratanya bantuan sosial dan
keterbukaan informasi menyeluruh atas kebijakan.
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Dasar Peraturan:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan
masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggatan,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) untuk (Kedua) Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi
anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran
kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggatan,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) untuk (Kelima) Melakukan pengadaan barang dan jasa alat
kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan.

Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Menjamin kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa pengadaan barang
berupa alat-alat perlindungan dan pencegahan COVID-19 dan jasa seperti melakukan
penyemprotan secara berkala. Hal tersebut dapat dilakukan di tempat umum seperti tempat
makan dan pasar.

2. Merelokasi anggaran daerah untuk mendongkrak perekonomian daerah dengan memberikan
modal atau pendanaan usaha serta pemberian pelatihan kerja.

3. Melakukan pemerataan bantuan sosial berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian, indikator ini membantu peneliti untuk memastikan apakah Pemda Kab.
Jember memberikan layanan kesehatan kepada masyarakatnya berupa Mendapatkan
Rapid Test gratis?

W Ya
MW Tidak




st Antibodi poin
adalah Rp 150.000 (sera

Kab. Jember:
itas dengan cara mewajibkan semua orang yang melakukan perjalanan
uk membawa surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang
hari pada saat keberangkatan.

min kemudahan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas Rapid Test.

emastikan harga pemeriksaaan Rapid Test sesuai dengan Batasan tarif tertinggi sesuai
dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2875/2020 Tentang Batasan
Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi yakni sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh
ribu rupiah).
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Sebagai penutup, melalui indikator ini responden diminta untuk menyatakan kebutuhan
mendesak yang harus terpenuhi selama pandemi berlangsung. Hal tersebut dapat membantu
Pemda Kab. Jember untuk memenuhi hak masyarakatnya.

B Modal usaha

B Kebutuhan penunjang
pekerjaan

M Layanan kesehatan

M Kebijakan sering libur

B Webinar

M Kebutuhan pangan
Penyediaan protokol covid

untuk kegiatan normal

Penyesuaian harga swab
dan rapid test

B Keterbukaan akses
informasi publik

M Bantuan sosial secara
merata

Butuh uang

Tidak ada

Hasil survey

Dari hasil survey dengan total 61 responden, sebagian besar dari mereka membutuhkan
uang, modal usaha, dan bantuan sosial secara merata. Sebagian responden mengakui ingin
mendapatkan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, bahkan tidak membutuhkan apa-apa.
Namun, sebagian kecil responden menyatakan mereka membutuhkan penunjang pekerjaan,
keterbukaan akses informasi publik, penyesuaian harga swab dan rapid test, penyediaan protokol
COVID-19 untuk kegiatan normal, webinar, dan kebijakan sering libur.

Dasar peraturan

1. Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2. Menimbang huruf (d) pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.

3. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana




38 Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19



-~

V) The Centre for Human Rights
W% 2 Multiculturalism and Migration

N\
University of jember, Indonesia

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, Center for Human Rights Multiculturalism and Migration Universitas

Jember menarik kesimpulan bahwa:

1. Tiga instrumen hukum sebagai wujud Pemerintah Pusat dalam upaya pencegahan COVID-19
belum dilaksanakan optimal oleh Pemda Kab. Jember.

2. Tidak adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi Anggaran 479 miliar.

3. Minimnya sosialiasi yang dilakukan Pemda Kab. Jember dalam pencatatan sipil dan pendataan
bantuan sosial.

4. Pemenuhan hak-hak masyarakat selama pandemi belum maksimal dilakukan oleh Pemda
Kab. Jember, terutama dalam keterbukaan informasi publik, pendataan masyarakat miskin,
distribusi bantuan sosial, dan penyediaan protokol kesehatan.

5. Pemda Kab. Jember belum maksimal dalam koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban
protokol kesehatan dan pelarangan keramaian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut,
rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Optimalisasi tiga instrumen hukum yang dikeluarkan
Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan
COVID-19 melalui pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat dengan mengedepankan transparansi
kebijakan.

2. Pemda Kab. Jember harus memastikan alokasi
anggaran 479 miliar bahwa anggaran tersebut
mutlak diperuntukan penanganan dan pencegahan
COVID-19 serta pemenuhan hak ekonomi dan
sosial masyarakat Jember.

3. Pemda Kab. Jember harus mengadakan sosialisasi
berkelanjutan dengan waktu yang jelas terkait
pencatatan sipil dan pendataan bantuan sosial.

4. Pemda Kab. Jember harus memastikan ulang
bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Jember
mendapatkan bantuan sosial secara menyeluruh

atas hak pemenuhannya berdasarkan peraturan

dan perundang-undangan yang telah berlaku.

5. Pemda Kab. Jember memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menjalankan
kegiatan untuk penertiban memberlakukan protokol kesehatan dan pelarangan keramaian.
Sehingga, Pemda Kab. Jember konsisten dan dapat maksimal dalam melaksanakan kinerjanya.
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INSTRUMEN PENYUSUNAN KERTAS
KEBIJAKAN TERKAIT KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JEMBER DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN
DASAR MASYARAKAT TERDAMPAK
COVID-19

Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak Covid-19.

Kuisioner ini ditujukan bagi masyarakat yang bekerja dan pekerjaan mereka terdampak
pandemi Covid-19.

Semua responden yang mengisi quisioner ini akan dirahasiakan, kecuali yang

bersangkutan menyatakan dirinya tidak keberatan namanya tertulis dalam laporan akhir.

* Required

Identitas Responden

Saya keberatan nama saya ditulis dalam laporan akhir. *

Mark only one oval.

Ya
Tidak

Nama Lengkap (boleh diisi atau tidak)

Nomor Telepon Aktif / Nomor Whatsapp *

https://docs.google.com/forms/d/1Eafbv7cWMj2UA1nnav7SjgZQ0M4Z9NsFSU96ZUc6zVs/edit
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Jenis Kelamin *

Mark only one oval.

D Perempuan
() Laki- Laki
C) Other:

Etnisitas *

Mark only one oval.

Q Jawa

D Madura
Q Tionghoa
O Other:

Agama *

Mark only one oval.

C lslam
C) Hindu
() Buddha
() Kristen (Katolik/ Protestan)
C) Konghucu

() Other:

https://docs.google.com/forms/d/1Eafbv7cWMj2UA1nnav7SjgZQ0M4 Z9NsF SU96ZUc6zVs/edit
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Kelengkapan Administrasi *

Check all that apply.

|| Akta Kelahiran

|| Kartu Keluarga

CKTP

| KIPEM (KTP Sementara)

|| Akta Perkawinan

.| Tidak memiliki semua kelengkapan administrasi
Other: []

Apakah anda merupakan penyandang disabilitas? *

Mark only one oval.

( )Ya
() Tidak

Pendidikan *

Mark only one oval.

C )sD
() SMP
() SMA

() Sarjana (S1/52/S3)
() Tidak Bersekolah

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19
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10. Alamat (Kecamatan) *

Mark only one oval.

@) Ajung

() Ambulu
@) Arjasa

() Bangsalsari
() Balung
() Gumukmas
() Jelbuk
@) Jenggawah
C) Jombang
() Kalisat
() Kaliwates
() Kencong
() Ledokombo
C} Mayang
() Mumbulsari
O Panti

() Pakusari
@) Patrang
@) Puger

() Rambipuiji
() Semboro
() silo

() Sukorambi
() Sukowono
O Sumberbaru
@) Sumberjambe
C) Sumbersari
() Tanggul
C) Tempurejo

() Umbulsari
https://docs.google.com/forms/d/1Eafbv7cWMj2UA1nnav7SjgZQ0M4 Z9NsF SU96ZUc6zVs/edit 412




11.  Pekerjaan *

Perspektif Masyarakat terkait Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

12.  Anda tahu mengenai bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dari :

Check all that apply.

|| Otoritas lokal (RT/RW/ Desa)

|| Surat edaran pemerintah daerah

|| Media sosial (Facebook / Instragram / Twitter / Youtube)
' | Media cetak (Koran / Majalah / Selebaran)

|| Media telekomunikasi (Radio / Televisi)

|| Perbincangan dengan teman, kerabat, kolega

.| Internet

|| Tokoh masyarakat (Pemuka Agama; LSM)

|| Tidak ada sama sekali

13. Bentuk sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengenai bantuan
sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 :

Check all that apply.

|| Selebaran (Poster, Flyer)

[] Informasi via whatsapp

|| Undangan di kantor pemerintahan
|| Informasi dari pemuka agama

| | Tidak ada sama sekali

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19
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14. Ada proses pendataan dan pendampingan yang dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember, seperti:

Mark only one oval.

() Kunjungan ke rumah

() Via telepon

) Pengumpulan syarat administrasi

() Diundang ke kantor pemerintahan (desa/kecamatan/kabupaten)
() Tidak ada sama sekali

O Other:

15.  Bentuk bantuan yang anda dapatkan :

Check all that apply.

|| Bantuan sosial sebesar 200.000 per bulan (BPNT)

D Bantuan sosial sebesar 600.000 per bulan (BLT Dana Desa)
|| Bantuan uang sebesar 200.000 perbulan (Provinsi)

|| Bantuan sebesar 650.000 per bulan (Kartu Prakerja)

[:] Keringanan pembayaran kredit

|| Subsidi listrik bagi pelanggan linstrik 450 VA dan 900 VA
|| Tidak ada sama sekali

16. Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang anda dapatkan :

Mark only one oval.

() Sembako

() Masker / Alat Sanitasi / Alat Disinfektant
C) Rapid Test Gratis
() Paket makan untuk lansia

Q Other:

https://docs.google.com/forms/d/1Eafbv7cWMj2UA1nnav7SjgZQ0M4 Z9NsF SU96ZUc6zVs/edit 6/12




17.  Jika tidak menerima bantuan, apa sebabnya?

Mark only one oval.

() Tidak terdata

() Tidak punya domisili setempat (alamat di KTP berbeda dengan tempat tinggal

saat ini)

() Tidak punya identitas kependudukan

C) Dianggap mampu

Q Other:

Kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Jember
terkait Pendataan Identitas
Kependudukan Masyarakat
Terdampak Covid-19

Pertanyaan ini hanya diperuntukkan bagi responden
yang TIDAK memiliki kartu identitas

Jika anda memiliki kartu identitas, silakan lanjut ke
sub bagian pertanyaan selanjutnya (Perspektif
Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah
untuk Memenuhi Hak Bekerja Masyarakat Terdampak
Covid-19)

18. Apa penyebab anda tidak memiliki kartu identitas?

Check all that apply.

.| Hilang

|| Berpindah- pindah alamat
E] Belum pernah mengurus
|| Alasan birokrasi

|| Tidak terdata

Other: D
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20.
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Apa dampaknya jika anda tidak memiliki kartu identitas?

Check all that apply.

|| Tidak mendapatkan bantuan sosial

|| Kesulitan mendapatkan layanan publik (administratif, kesehatan, pendidikan)
|| Tidak bisa mendapatkan pekerjaan

|| Tidak berdampak sama sekali

Other: D

Upaya apa yang telah anda lakukan untuk mendapatkan kelengkapan administratif?

Check all that apply.

|| Meminta bantuan pemerintah setempat (RT/RW/ Desa/Kelurahan)
|| Langsung ke pemerintah kabupaten

|| Meminta bantuan tokoh masyarakat (LSM, Pemuka Agama)

Other: ]

Apa bentuk bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bagi anda yang tidak
memiliki identitas kependudukan?

Check all that apply.

|| Pendataan

|| Pendampingan

|| Pembebasan biaya proses pembuatan identitas kependudukan
|| Perbaikan data kependudukan

| | Tidak ada

Other: ]

Perspektif Masyarakat terkait Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Memenuhi Hak
Bekerja Masyarakat Terdampak Covid-19
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22. Kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang
berdampak pada pendapatan anda?

Check all that apply.

|| Pemakaian masker

|| Pembatasan jam kerja

[] Penutuan unit usaha / Pembatasan jenis usaha tertentu
|| Penyediaan tempat cuci tangan, handsanitizer, dan partisi
|| Penerapan jaga jarak (physical distancing)

|| Memperketat syarat bepergian ke luar kota / masuk kota
[] Penerapan pembayaran tanpa uang tunai (cashless)

|| Pelarangan keramaian

Other: D

23. Didaerah anda, jenis usaha apa saja yang dibatasi?

Check all that apply.

' | Pasar tradisional (Pasar, pedagang kaki lima)

|| Pedagang keliling

. | Salon

| Warung/ Rumah Makan/ Cafe

[] Pasar modern (indomaret, alfamart, minimarket, mall)
|| Tukang pijat

| Tukang cukur

Other: D

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19
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24. Apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk
membantu pekerjaan anda selama pandemi Covid-19

Check all that apply.

|| Membagikan masker

|| Menyediakan handsanitizer

|| Menyediakan tempat cuci tangan di fasilitas publik

|| Menyediakan personil/ aparat untuk mengatur dan membatasi keramaian
|| Memberikan bantuan lainnya (alat semprot disinfektan, partisi, dll)

|| Bantuan modal usaha

' | Menyediakan program padat karya

|| Tidak sama sekali

Other: ]

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk
Memenuhi Hak-Hak Dasar Masyarakat

25.  Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengenai bantuan sosial bagi
masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah tepat sasaran.

Mark only one oval.
@D Setuju

() Tidak Setuju
() Tidak Tahu

26. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengenai tata cara penanganan
dan pengendalian Covid- 19 sudah dilaksanakan dengan maksimal

Mark only one oval.
C) Setuju

() Tidak Setuju
() Tidak Tahu

https://docs.google.com/forms/d/1Eafbv7cWMj2UA1nnav7SjgZQ0M4 Z9NsF SU96ZUc6zVs/edit 10/12




27. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memulai dari pendataan terkait
penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19

Mark only one oval.

() Setuju
() Tidak Setuju
() Tidak Tahu

28. Penyampaian keluhan terkait proses penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat
terdampak Covid-19 sudah berjalan dengan baik

Mark only one oval.

C) Setuju
() Tidak Setuju
() Tidak Tahu

29. Apa harapan anda terkait pekerjaan anda yang terdampak Covid-19?

Check all that apply.

[] Mendapatkan bantuan modal/ pendanaan wirausaha
|| Pelatihan kerja
|| Pekerjaan baru
Other: []

30. Apakah anda mendapatkan rapid test?

Mark only one oval.

CYa
() Tidak

Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19
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31. Apayang anda butuhkan saat ini?

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms
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